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Abstract 
The study aims to describe the implementation of the principles Good Corporate Governance (GCG) in the Brach Office 

Perum Damri Surabaya. This research uses the qualitative method with type descriptive research. Selection of informants is 

done with purposive sampling technique. Collection of data is carried out by means of observation, in-depth interviews, and 

documentation. Data analysis uses the technique of triangulation with the reduction of data, verification of data, and 

presenting interesting data obtained by comparing the information with secondary data and relevant theory. The results 

obtained from this research indicate that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Brach Office 

Perum Damri Surabaya so far is not optimal. It is known form the criteria contained in the five principles of Good Corporate 

Governance (GCG) 1) Transparency 2) Accountability 3) Responsibility 4) Independency 5) Equality and Fainess. Of the 

Good Corporate Governance (GCG) principles is implemented in the Branch Office Perum Damri Surabaya, two principles 

is not optimal, that is principle of transparency and principle of equality and fairness. The other is principle of 

accountability, principle of responsibility, and principle of independency is quite optimal. 
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Pendahuluan 

 Tata kelola perusahaan yang baik atau 

Good Corporate Governance semakin banyak 

dibicarakan dalam 1 (satu) dekade terakhir ini. 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

dilakukan sebagai salah satu alternatif yang dapat 

digunakan oleh perusahaan baik perusahaan negara 

ataupun swasta untuk survive terhadap persaingan 

di segala sektor. Pembahasan GCG juga menjadi 

fokus dari beberapa lembaga dunia seperti World 

Bank, IMF, OECD, APEC, dan ADB yang 

menuntut penerapan GCG secara konsisten dan 

komprehensif di berbagai perusahaan, tuntutan 

penerapan GCG terjadi setelah beberapa 

perusahaan besar di Amerika dan Eropa mengalami 

krisis di penghujung tahun 90-an dan awal tahun 

2000-an (Daniri, Mas Achmad. 2006:20) 

 Pada tahun 1999 dibentuklah Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG) melalui Surat Keputusan Nomor : KEP-

10/M.EKUIN/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999. 

Komite tersebut beranggotakan 23 orang yang 

berasal dari kalangan profesional, pemerintah 

maupun swasta. Keputusan tersebut kemudian 

diperbaharui dengan pergantian keanggotaan 

melalui Surat Keputusan Nomor : KEP-

31/M.EKUIN/10/2000 tentang Pembentukan 

Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate 

Governance dengan anggota sebanyak 22 orang 

yang berasal dari kalangan profesional, pemerintah 

maupun swasta. Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) kemudian 

berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) dengan keputusan KEP-

49/M.EKON/11/2004 dengan beranggotakan 35 

orang termasuk penasehat, berasal dari kalangan 

profesional baik di sektor publik dan swasta, 

maupun kalangan akademis dan lembaga swadaya 

masyarakat (Daniri, Mas Achmad. 2006:6) 

Tabel I.1 

Corporate Governance Watch Market Scores  

2010-2014 

Sumber : www.acga-asia.org 

 Berdasarkan tabel I.1 dapat disimpulkan 

bahwa Indonesia berada di posisi yang bawah 

dengan artian penerapan GCG di Indonesia masih 

rendah. Sehingga ke depannya diharapkan ada 

optimalisasi pengelolaan perusahaan untuk menjadi 

lebih baik lagi khususnya pada perusahaan negara.

 Penerapan GCG pada BUMN ditetapkan 

pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-

117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek 

Good Corporate Governance pada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Kemudian dilakukan 

penyesuaian sehubungan dengan adanya 
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pembaruan hukum di bidang Perseroan Terbatas 

dan Badan Usaha Milik Negara, serta 

memperhatikan perkembangan dunia usaha yang 

semakin dinamis dan kompetitif maka ditetapkan 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik 

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha 

Milik Negara. 

 Perum Damri merupakan salah satu 

perusahaan dibawah naungan BUMN yang 

memiliki peran strategis dalam pelayanan publik 

dibidang transportasi darat. Perum Damri melalui 

pelayanan transportasinya memberikan kemudahan 

bagi masyarakat untuk bermobilisasi. Keseriusan 

Perum Damri dalam pemberian pelayanan publik 

dibuktikan dengan diberikannya : Piagam 

Penghargaan Pengemudi Teladan Tahun 2012 

dalam rangka peringatan Hari Perhubungan 

Nasional, Penghargaan Pelayanan Prima Unit 

Layanan Jasa Angkutan Penumpang Bus Tahun 

2012 yang diselenggarakan Kementerian 

Perhubungan, Penghargaan di tahun 2013 dari 

Menteri BUMN pada bulan Mei atas pencapaian 

kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam 

BUMN Penyambung Nusantara dan BUMN 

Pelaksana PSO Kemanfaatan Umum Bidang 

Perintisan, dan Penghargaan di tahun 2013 BUMN 

Awards yang diselengarakan majalah infobank 

(Infobank BUMN Awards 2013) dengan predikat 

sangat bagus atas kinerja keuangan. 

(www.damri.co.id) 

 Penghargaan tersebut seakan memberikan 

citra positif bagi pengelolaan perusahaan, 

sementara itu kondisi real di lapangan berkata lain, 

seperti yang terjadi di Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya. Seperti pada penelitian Dwi Noorwanti 

yang berjudul kualitas pelayanan transportasi sektor 

publik yang menggambarkan tentang Kualitas 

Pelayanan Jasa Angkutan Umum Perum Damri 

Unit Angkutan Bus Kota Surabaya menyimpulkan 

bahwa Perum Damri merupakan BUMN yang 

kondisinya sangat memprihatinkan. Perannya pun 

lambat laun mulai tergerus oleh berbagai macam 

pesaing yaitu pihak swasta. 

 Permasalahan dapat dilihat dari masih 

digunakannya armada-armada lama oleh 

perusahaan. Selain itu frekuensi kinerja bus yang 

juga masih belum ideal. Masih banyaknya 

permasalahan dalam hal pelayanan mengakibatkan 

sepinya penumpang bus Damri di Kota Surabaya. 

Hampir setiap bulan perusahaan menanggung rugi 

cukup besar, misalnya pada November 2014 

kerugian mencapai Rp 273 Juta. Pada bulan 

Desember 2014, perusahaan hanya untung Rp 78 

Juta. Penyebab utamanya, penumpang semakin hari 

semakin sepi. (www2.jawapos.com). Sementara itu, 

arus penumpang bus kota di Surabaya semakin 

meningkat hampir setiap tahunnya, menunjukkan 

bahwa sebenarnya kebutuhan akan bus kota masih 

tinggi. 

Tabel I.2 

Arus Penumpang Bus Kota yang Datang dan 

Berangkat melalui Terminal Purabaya Tahun  

2008-2014 

Tahun Penumpang 

Datang 

Penumpang 

Berangkat 

2008 2.299.000 2.419.600 

2009 2.698.300 2.991.400 

2010 2.849.250 3.001.700 

2011 1.461.741 4.341.453 

2012 3.726.504 3.914.940 

2013 5.635.669 6.081.618 

2014 5.294.970 5.411.727 

Sumber : Surabaya Dalam Angka, BPS Kota 

Surabaya Tahun 2015 

Dari tabel I.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah arus 

keberangkatan penumpang melalui Terminal 

Purabaya dengan menggunakan bus kota dari tahun 

2008-2014 rata-rata sebesar 4.023.254 orang/tahun, 

sedangkan untuk rata-rata arus kedatangan melalui 

Terminal Purabaya dengan menggunakan bus kota 

dari tahun 2008-2014 sebesar 3.423.633 

orang/tahun.  

Tabel I.3 

Arus Penumpang Bus Kota yang Datang dan 

Berangkat melalui Terminal Joyoboyo Tahun  

2008-2014 

Tahun Penumpang 

Datang 

Penumpang 

Berangkat 

2008 179.280 289.825 

2009 288.857 361.560 

2010 164.955 165.384 

2011 139.050 216.840 

2012 320.834 336.413 

2013 150.714 192.325 

2014 3.327.030 3.326.239 

Sumber : Surabaya Dalam Angka, BPS Kota 

Surabaya Tahun 2015 

Dari tabel I.3 diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada tahun 2014 arus penumpang yang datang dan 

berangkat dari Terminal Joyoboyo mengalami 

http://www.damri.co.id/
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peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 

sebelumnya yang hanya 150.714 penumpang 

datang meningkat signifikan di tahun 2014 dengan 

penumpang datang sebesar 3.327.030. 

Dalam hal trayek, bus Damri Kota Surabaya 

justru mengalami penurunan dari tahun 2003 yang 

saat itu menguasai 20 trayek di Kota Surabaya 

justru semakin menurun hingga pada tahun 2014 

hanya melayani 10 trayek saja (Surabaya Dalam 

Angka, BPS Kota Surabaya Tahun 2003, 2011, 

2012, dan 2014). Hal ini menunjukkan belum 

optimalnya peran Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya dalam mengelola setiap trayek yang 

sehingga terjadi perununan pada jumlah trayek 

yang dilayani. 

Untuk itu Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya harus mampu dikelola dengan profesional 

sehingga akan mampu memberikan dampak positif 

bagi pelayanan yang diberikan kepada pengguna 

layanannya, dan sudah seharusnya Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya menerapkan GCG secara 

konsisten dalam pengelolaannya. Pencapaian 

terhadap penerapan GCG harus diperhatikan agar 

tujuan Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

dapat tercapai seperti yang dinyatakan pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum 

(Perum) Damri pasal (6) yaitu Perum Damri 

menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk 

kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan jasa 

angkutan umum, penumpang dan barang di atas 

jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu 

tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai 

dengan prinsip pengelolaan perusahaan  

Bertitik tolak dari masih rendahnya fungsi 

pelayanan, masih adanya kerugian yang dialami 

serta semakin menurunnya trayek yang dilayani 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya, maka 

kedepannya perlu penerapan GCG yang lebih 

konsisten lagi. Lebih lanjut menurut Suprayitno 

bahwa penerapan GCG di masa mendatang 

menuntut perusahaan publik untuk berkiprah 

sebagai entitas bisnis yang mampu 

mengembangkan kemampuan berlabanya secara 

konsisten, serta mampu mewujudkannya secara 

mandiri dan kompetitif (Suprayitno dalam 

Zarkasyi. 2008 : 8). 

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan 

peneliti yaitu yang dilakukan oleh Ahmad Bima 

Yudokusumo dengan judul Pelaksanaan Good 

Corporate Governance di PT Angkasa Pura I 

Bandar Udara Juanda Surabaya. Pada penelitian 

tersebut bertujuan untuk menggambarkan 

pelaksanaan Good Corporate Governance di PT 

Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

pelaksanaan GCG di PT Angkasa Pura I Bandar 

Udara Juanda Surabaya telah berjalan optimal. 

Pelaksanaan GCG berdasarkan pada prinsip 

transpransi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, kesetaraan dan kewajaran telah 

dipenuhi Bandara Juanda melalui penerapan di 

lingkungan kerja. Terdapat 3 prinsip yang menonjol 

yakni prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan 

kesetaraan dan kewajaran. Dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, terdapat kekurangan 

dalam membahas penerapan GCG. Peneliti 

sebelumnya tidak mengaitkan penerapan GCG 

dengan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, walaupun sebenarnya masyarakat juga 

harus dilibatkan sebab masyarakat merupakan 

pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan, sehingga harus ada tanggung jawab 

atas barang atau jasa yang diberikan kepada 

stekeholder yaitu pengguna layanan melalui 

penerapan GCG. 

 Melalui pedoman yang telah dikeluarkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) maka penelitian ini akan berfokus pada 

penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya. Pada penelitian ini 

juga menggambarkan peranan masyarakat sebagai 

pengguna layanan jasa bus Damri Kota Surabaya.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian 

yang dapat dibuat oleh peneliti yaitu “Bagaimana 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) pada Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya?” 

 Dan berdasarkan permasalahan yang 

dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menggambarkan secara rinci penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) di Perum Damri Kantor Cabang Surabaya. 

Kerangka Teoritik 

Good Corporate Governance 

 Penyelenggaraan pemerintahan dalam 

Good Governance dilakukan berdasarkan pada 

prinsip yang dikemukakan oleh Osborne dan 

Gaebler yang antara lain: prinsip partisipasi; prinsip 

hukum dan aturan (rule of law); prinsip 

transparansi; prinsip responsivitas; prinsip orientasi 

konsensus; prinsip keadilan dan kewajaran; prinsip 

efisiensi dan efektivitas; prinsip akuntabilitas; dan 

prinsip visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut 

merupakan reorientasi fungsi dan peranan birokrasi 

pemerintah yang selama ini dianggap lamban 

sehingga berdampak pada tingkat pelayanan publik 

yang rendah. Oleh sebab itu lebih lanjut Osborne 

dan Gaebler menyarankan aparatur pemerintah 

menerapkan prinsip-prinsip dunia usaha sehingga 

dapat meningkatkan daya saing (Pieris, John & Jim, 

Nizam. 2008 : 133).  
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 Dalam konteks pelayanan publik 

khususnya pada BUMN penerapan GCG juga 

sudah menjadi keharusan agar tata kelola 

perusahaan dapat mendorong terwujudnya daya 

saing ditengah persaingan dengan sektor privat 

yang semakin tak terkendali. Pada penerapan GCG 

dalam BUMN mencakup beberapa hal diantaranya 

(Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. 2008:116) : 

1. Maksud, tujuan, dan manfaat penerapan 

GCG dalam BUMN 

2. Prinsip-prinsip dasar GCG seperti 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kewajaran (fairness) 

3. Praktik-praktik GCG yang dapat 

diterapkan dalam BUMN  

 Menurut Mas Achmad Daniri salah satu 

tujuan utama dari ditegakkannya corporate 

governance ialah untuk menciptakan sistem yang 

dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian 

perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu 

mengurangi peluang terjadinya kesalahan 

mengelola (mismanagement), menciptakan insentif 

bagi manajer untuk memaksimumkan produktivitas 

penggunaan aset sehingga menciptakan nilai 

tambah perusahaan yang optimal (Daniri, Mas 

Achmad. 2006 : 125).  

 Esensi corporate governance adalah 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi 

atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya 

akuntabilitas manajemen terhadap pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan 

dan peraturan yang berlaku. Mas Achmad Daniri 

menyebutkan 4 manfaat penerapan GCG 

diantaranya adalah (Daniri, Mas Achmad. 2006 : 

16) : 

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya 

yang harus ditanggung pemegang saham 

sebagai akibat pendelegasian wewenang 

kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini 

dapat berupa kerugian yang diderita 

perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan 

wewenang (wrong-doing), ataupun berupa 

biaya pengawasan yang timbul untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), 

yaitu sebagai dampak dari pengelolaan 

perusahaan yang baik tadi menyebabkan 

tingkat bunga atas dana atau sumber daya 

yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil 

seiring dengan turunnya tingkat resiko 

perusahaan 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan 

sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka 

panjang 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para 

pemangku kepentingan) dalam lingkungan 

perusahaan tersebut terhadap keberadaan 

perusahaan dan berbagai strategi dan 

kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena 

umumnya mereka mendapat jaminan bahwa 

mereka juga mendapat manfaat maksimal dari 

segala tindakan dan operasi perusahaan dalam 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 

 Penerapan Good Corporate Governance 

yang efektif juga akan menciptakan sistem yang 

dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian 

perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal 

mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, 

penyalahgunaan wewenang masing-masing organ 

perusahaan, menciptakan insentif bagi manajer 

untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan 

aset dan sumber daya lainnya, sehingga dicapai 

hasil usaha yang maksimal. 

 The Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) telah 

menciptakan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. J.Johson, OECD Secretary General 

mengutarakan sejak beberapa tahun terakhir 

pengusaha, pemerintah, dan masyarakat mulai 

menyadari bahwa Good Corporate Governance 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan salah 

satunya dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun 

prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh OECD 

diantaranya (Sutedi, Adrian. 2011:137-138) : 

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk 

menjamin penerapan Good Corporate 

Governance secara efektif 

2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok 

kepemilikan perusahaan 

3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang 

saham 

4. Peranan stakeholder dalam corporate 

governance 

5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan 

secara transparan 

6. Tanggung jawab dewan pengurus 

Sementara berdasarkan pedoman umum Good 

Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG), asas Good Corporate Governance 

masing-masing memiliki prinsip dasar antara lain :  

1. Transparansi memiliki prinsip dasar untuk 

menjaga obyektivitas dalam menjalankan 

bisnis, perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur 

dan pemangku kepentingan lainnya;  

2. Akuntabilitas memiliki prinsip dasar 

perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu 

perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan 
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perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan;  

3. Responsibilitas memiliki prinsip dasar 

Perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen;  

4. Independensi memiliki prinsip dasar untuk 

melancarkan pelaksanaan asas GCG, 

perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain; dan  

5. Kesetaraan dan kewajaran memiliki prinsip 

dasar dalam melaksanakan kegiatannya, 

perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

asas Kesetaraan dan kewajaran. 

Pelayanan Publik 

 Pelayanan oleh Gronross didefinisikan 

sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat kata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan. Definisi yang 

lebih singkat disebutkan oleh Ivancevich, Lorenzi, 

Skinner dan Crosby yang menjelaskan bahwa 

pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-

usaha manusia dan menggunakan peralatan 

(Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2005 : 2-3) 

 Menurut Soetopo dan Sugiyanti pelayanan 

publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 

barang atau jasa (Soetopo dan Sugiyanti dalam 

Setijaningrum, Erna. 2012 : 48). Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMN juga 

mempunyai kewajiban dalam melayani setiap 

masyarakat atau pengguna layanannya. Akan tetapi 

pelayanan yang diberikan juga tidak sebatas untuk 

menggugurkan kewajibannya saja tetapi juga 

dengan tetap memperhatikan tata kelola 

perusahaannya sehingga dalam setiap kegiatan 

operasionalnya mampu bertanggung jawab kepada 

setiap stakeholders. 

 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

pasal (1) yang menjelaskan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegaiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Sementara definisi pelayanan publik yang 

dituliskan dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M/PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaran Pelayanan Publik bahwa pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 Pelayanan publik di dalam perspektif 

teoritik dapat dipahami melalui pergeseran 

perspektif pelayanan publik, dimana di dalam 

model ini perspektif pelayanan publik terjadi 

pergeseran yaitu administrasi publik tradisional (old 

public administration) kemudian ke model 

pelayanan publik baru (new public management) 

dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru 

(new public service).  

 Old Public Administration merupakan 

perspektif yang memberikan perhatiannya terhadap 

pemerintah dimana pemerintah diposisikan sebagai 

penyedia pelayanan secara langsung kepada 

masyarakat melalui badan publik dan 

dioperasionalkan sebagai sistem tertutup sehingga 

peran warga negara menjadi terbatas.

 Perspektif yang kedua yaitu new public 

management dimana pada perspektif ini berusaha 

menggunakan pendekatan sektor privat maupun 

dengan pendekatan bisnis ke dalam sektor publik. 

Artinya bahwa terjadi transformasi kinerja sektor 

publik yang selama ini berlandaskan aturan dan 

bersifat rigid menjadi ke orientasi pasar (market 

oriented) dan didorong untuk berkompetisi secara 

sehat.  

 Perspektif yang terakhir adalah new public 

service dimana dalam perspektif ini menurut 

Denhardt dan Denhardt pemilik kepentingan publik 

sebenarnya adalah masyarakat maka administrator 

publik harus memberikan perhatian terhadap 

kebutuhan masyarakat. Warga negara tidak hanya 

dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi 

namun juga diposisikan sebagai pemilik 

pemerintahan sehingga masyarakat dapat bertindak 

bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. 

Pilar Penerapan Good Corporate Governance 

 Penerapan GCG pada BUMN diperlukan 

untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, 

transparan, dan konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan, dalam penerapannya perlu 

didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan. 

Ketiga pilar yang saling berhubungan tersebut 

diantaranya negara dan perangkatnya sebagai 

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 
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masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa 

dunia usaha. 

 Negara dan perangkatnya menciptakan 

peraturan perundang-undangan yang menunjang 

iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

penegakan hukum secara konsisten (consistent law 

enforcement). Dalam hal ini negara telah mengatur 

kewajiban setiap BUMN dalam menerapkan GCG. 

Tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 5 

ayat (3). 

 Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang 

menerapkan GCG sebagai pedoman dasar 

pelaksanaan usaha. Demikian pula yang dilakukan 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya. Sebagai 

dasar melakukan kegiatan usahanya dalam 

memberikan pelayanan jasa transportasi kepada 

pengguna layanannya Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya sebagai BUMN yang mempunyai 

kewajiban menerapkan GCG juga turut 

menerapkannya. Melakukan setiap usahanya 

dengan tetap memperhatikan pula etika bisnis, serta 

SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebab 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

menjalankan usahanya dengan tetap bertanggung 

jawab terhadap kepentingan setiap stakeholders. 

 Masyarakat sebagai pengguna produk dan 

jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak 

dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 

kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social 

control) secara obyektif dan bertanggung jawab. 

Peran masyarakat juga perlu diperhatikan dalam 

penerapan GCG pada BUMN. Masyarakat 

merupakan salah satu stakeholders yang juga turut 

berperan dalam keberhasilan penerapan GCG. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat 

melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan yang 

diterimanya.  Masyarakat harus diberi wadah dalam 

menyampaikan pendapatnya baik yang berupa 

saran ataupun kritikan terhadap pelayanan yang 

diterima oleh pengguna layanan. 

Penerapan Good Corporate Governance pada 

Badan Usaha Milik Negara 

 Penerapan GCG merupakan landasan 

operasional dalam menyehatkan pengelolaan 

BUMN, yang merupakan alternatif penting untuk 

mengatasi berbagai masalah tata kelola perusahaan 

dan mengatur hubungan dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) (Zarkasyi, 

2008 : 6-7). Setiap BUMN mempunyai kewajiban 

dalam menerapkan GCG yang diantaranya meliputi 

: prinsip transparansi; prinsip akuntabilitas; prinsip 

responsibilitas; prinsip independensi; dan prinsip 

kesetaraan dan kewajaran. Berdasarkan prinsip 

dasar terdapat pedoman pokok pelaksanaan yang 

berisi kriteria yang harus dijalankan pada setiap tata 

kelola BUMN. 

 Kriteria dalam pedoman pokok 

pelaksanaan GCG harus dapat diterapkan secara 

konsisten, penerapan GCG secara konsisten dan 

sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia 

usaha seperti pada Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya, sebab GCG memiliki tujuan (Daniri, Mas 

Achmad. 2006:126) :  

a. Meningkatkan kemampuan bersaing  

b. Mengurangi resiko perubahan yang bersifat 

tiba-tiba 

c. Memperkuat sektor finansial 

d. Memajukan manajemen yang bertanggung 

jawab dan kinerja finansial yang solid. 

Metode Penelitian 

 Dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, 

dimana penelitian ini berusaha untuk memperoleh 

gambaran dan mendapatkan pemahaman mengenai 

suatu fenomena. Maka dari itu metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. 

Sementara tipe penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. 

Lokasi pada penelitian ini adalah di Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik penentuan informan 

metode purposive sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara, dan,  

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

peneliti dengan reduksi data, penyajian data, 

verifikasi penarikan dan kesimpulan serta teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan triangulasi.  

Pembahasan 

 Rincian pembahasan untuk setiap kriteria 

dalam penerapan prinsip Good Corporate 

Governance dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Prinsip Transparansi 

a. Kemudahan akses informasi mengenai Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya, belum 

diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Belum 

adanya kemudahan akses ditunjukkan ketika 

pengguna layanan masih sulit mencari informasi 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya seperti dalam hal pelayanan. Akses 

informasi masih terbatas pada website 

www.damri.go.id yang merupakan website 

Perum Damri Pusat yang tidak menyajikan 

informasi yang mendetail terkait Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya.  

b. Kelengkapan informasi yang diungkapkan, 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya dalam 

kriteria tersebut diketahui bahwa informasi yang 

diungkapkan ke stakeholder yaitu dalam hal ini 
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masyarakat sebatas informasi pelayanan yang 

dikelola oleh perusahaan. Informasi pelayanan 

diungkapkan melalui brosur-brosur seperti 

informasi bus aglomerasi dan bus pemadu 

moda. Untuk informasi lain seperti laporan 

tahunan dan laporan keuangan belum 

diungkapkan secara jelas.  

c. Batasan informasi yang diungkapkan, Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya juga memiliki 

batasan dalam mengungkapkan informasi ke 

masyarakat selaku stakeholder perusahaan. 

Batasan tersebut berlaku pada informasi yang 

berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan. 

Dalam hal ini pengungkapan informasi 

keuangan menjadi wewenang Perum Damri 

Pusat bukan pada wewenang Perum Damri 

Kantor Cabang.  

d. Prosedur penyampaian kebijakan Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya kepada karyawan, di 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

penyampaian kebijakan dilakukan dengan 

menyesuaikan content kebijakan. Penyampaian 

kebijakan dilakukan secara tertulis, namun 

apabila kebijakan akan menimbulkan kekacauan 

maka akan dilakukan pertemuan berupa 

sosialisasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak 

terkait. Proses semacam itu dilakukan Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya agar setiap 

kebijakan dapat disetujui bersama dan 

dijalankan dengan baik, dan penyampaian 

kebijakan juga akan proporsional. Sehingga 

dalam kriteria ini dapat dikatakan sesuai dengan 

pedoman pokok pelaksanaan GCG. 

Prinsip Akuntabililitas 

a. Kejelasan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing karyawan Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya, pada kriteria ini Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya telah mengatur 

rincian tugas dan tanggung jawab setiap 

karyawannya melalui job description yang telah 

diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum 

DAMRI Nomor SK.417/HK.101/DAMRI-2013 

tanggal 05 Juli 2013 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor 

Cabang Perum Damri. Selain itu juga pada SOP 

operasional Keputusan Direksi Perum Damri 

Nomor : SK.390/HK.003/DAMRI-2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Jasa Angkutan Orang dan Barang Perum Damri.  

b. Jaminan kompetensi masing-masing karyawan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya, Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya menjamin kompetensi masing-masing 

karyawan dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam menerapkan GCG 

melalui adanya pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan kepada karyawan. Program diklat 

dilakukan bagi karyawan baik yang bekerja 

sebagai crew maupun staff. Diklat dilakukan 

untuk semakin meningkatkan kualitas SDM 

perusahaan khususnya bagi crew yang bertugas 

secara langsung melayani pengguna layanan. 

Diklat bagi crew dilakukan setiap tahunnya baik 

atas arahan direksi Pusat maupun dari internal 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya. 

Program diklat juga diperuntukkan bagi 

karyawan baru Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya agar karyawan baru tersebut dapat 

semakin meningkatkan skill nya dan 

memberikan kinerja yang baik kepada 

perusahaan sehingga penerapan GCG dapat 

berjalan optimal. 

c. Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya, karena 

suatu pengelolaan akan dapat berjalan efektif 

apabila diiringi dengan danya sistem 

pengendalian internal yang objektif. Sistem 

pengendalian internal di Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya terbagi menjadi auditor 

internal dan eksternal. Auditor internal berasal 

dari direksi pusat yang akan mengaudit 

perusahaan dalam periode 1 tahunan. Sementara 

auditor eksternal Perum Damri bekerjasama 

dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Pengawasan yang dilakukan juga dilakukan 

oleh Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

dalam hal pengawasan dan pengendalian 

operasional melalui adanya Pengawas Angkutan 

Kota (PAK) untuk mengawasi kinerja crew.  

d. Ukuran kinerja bagi karyawan Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya, diperlukan untuk 

memonitor setiap kinerja karyawan sehingga 

dapat diukur sejauh mana efektivitas dari 

kinerjanya. Melalui daftar penilaian kinerja 

karyawan, Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya mengukur setiap kinerja 

karyawannya. Ukuran kinerja yang digunakan 

mengacu Keputusan Direksi Perum Damri 

Nomor : 753/KP.405/DAMRI-2013 tentang 

Penilaian Kinerja Karyawan Direksi Perusahaan 

Umum Damri. Penilaian tersebut dilakukan bagi 

seluruh karyawan baik staff dan crew, sehingga 

kinerja karyawan dapat sesuai dengan job 

description dan mampu meyelesaikan target 

kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

Prinsip Responsibilitas 

a. Kepatuhan terhadap perundang-undangan, 

anggaran dasar, dan peraturan Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya, karena setiap kegiatan 

usaha yang dilakukan harus berpegang pada 

dasar hukum dan segala peraturan yang telah 

ditetapkan. Melalui komitmen yang telah diatur 

pada Code of Conduct bahwa setiap karyawan 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya untuk 

mengutamakan kepentingan perusahaan, 

melaksanakan tugas secara profesional dan 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 2,  Mei-Agustus  2016 

 
334 

tanggung jawab, peduli dan tanggap akan 

keluhan pengguna layanan, membuat rencana 

kerja, memahami sasaran kerja dan bekerja 

keras dalam menyelesaikan pekerjannya. 

b. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap 

masyarakat sebagai pengguna layanan bus 

Damri Kantor Cabang Surabaya, dilakukan 

dengan meningkatkan kualitas SDM karyawan 

khususnya pada crew, secara operasional yang 

memfokuskan pada aspek safety armada, safety 

crew, ontime, dan keramahan melalui aspek 

customer service. Tanggung jawab lain yaitu 

pada perbaikan armada berupa remanufacturing 

serta melakukan usulan pengadaan bus ke 

Kementerian Perhubungan. Saat ini Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya telah memiliki 

15 unit bus baru yang rencananya akan 

menggantikan operasional bus lama yang 

kondisinya sudah tidak layak lagi. Sesuai 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional tahun 2015-2019 Kementerian 

Perhubungan akan membangun 4.150 bus yang 

terdiri dari 3.170 BRT, 290 angkutan perkotaan, 

95 bus pemadu moda, dan 595 bus perintis. 

Sejauh ini hingga Januari 2016 Kemenhub telah 

menyerahkan 1.240 bus ke Pemda dan BUMN. 

Adanya bus baru Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya membuktikan adanya tanggung jawab 

dari perusahaan kepada pengguna layanan. 

Pengguna layanan akan diberikan sarana 

armada terbaik yang dimiliki.   

c. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan di Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya, tidak hanya berfokus kepada 

pengguna layanan selaku stakeholder, 

penerapan GCG juga memfokuskan pada 

tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan 

sekitar perusahaan yang terkena dampak dari 

operasional perusahaan. Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya telah memenuhi tanggung 

jawabnya melalui adanya program Damri Go-

Green dengan kegiatan penanaman pohon di 

sekitar lingkungan kantor. Program Damri Go-

Green dilaksanakan berdasarkan arahan dari 

Perum Damri Pusat yang harus dilaksanakan 

oleh seluruh kantor cabang Perum Damri. 

Selain itu tanggung jawab Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya juga pada pemberian bantuan 

sosial ke panti asuhan yang terletak di sekitar 

perusahaan seperti panti asuhan Adinda yang 

berlokasi di belakang Pool Damri di Jalan Jagir 

Wonokromo.  

Prinsip Independensi 

a. Cara Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

untuk menghindari terjadinya overlapping 

(saling mendominasi) dan intervensi masing-

masing bagian, dilakukan agar tujuan 

perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan-

kepentingan tertentu. Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya telah melakukan menerapkan 

cara agar masing-masing bagian tidak saling 

mengintervensi adalah dengan membagi tugas 

karyawan berdasarkan job description yang 

diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum 

Damri Nomor SK.417/HK.101/DAMRI-2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi 

Regional dan Kantor Cabang Perum Damri. 

Selain itu juga telah diatur pula pada Code of 

Conduct perusahaan. Sehingga setiap karyawan 

akan dapat melakukan koordinasi sesuai tugas 

pokok dan fungsinya dan mengindari adanya 

overlapping dan intervensi. 

Prinsip Kesetaraan dan kewajaran 

a. Kesempatan dan diberikan kepada masyarakat 

dalam penyampaian keluhan atas pelayanan 

yang diberikan, karena pengguna layanan juga 

merupakan stakeholder yang harus diperhatikan 

kepentingan oleh perusahaan. Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya telah memberikan 

kesempatan bagi setiap pengguna layanan bus 

Damri untuk berkontribusi bagi perbaikan 

kinerja perusahaan melalui penyampaian 

keluhan dan saran. Dari setiap keluhan 

seringkali tidak diteruskan ke atasan. Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya dalam hal ini 

juga juga menyadari bahwa belum semua 

tuntutan pengguna layanan dapat dipenuhi oleh 

perusahaan. Perum Damri sendiri masih 

mencari solusi terbaik dan mempertimbangkan 

segala keluhan dari stakeholders terkait.  

b. Kesempatan yang diberikan kepada karyawan 

dalam menyampaikan pendapat, dimana 

penyampaian pendapat bisa dilakukan secara 

formal ataupun non-formal. Perum Damri Kantr 

Cabang Surabaya memberikan kebebasan 

berpendapat bagi setiap karyawannya. Adapun 

penyampaian pendapat secara formal dapat 

disampaikan melalui surat yang ditujukan untuk 

General Manager melalui Asisten Manager atau 

koordinator masing-masing, sementara 

penyampaian pendapat secara non formal dapat 

disampaikan secara langsung kepada jajaran 

manager ketika berada di lapangan..  

c. Keadilan dan kesetaraan yang diberikan Perum 

Damri Kantor Cabang Surabaya dalam 

pemenuhan hak karyawan, setiap karyawan 

mempunyai hak dalam menjalankan setiap 

tugasnya. Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya secara umum telah memenuhi hak 

karyawan sesuai dengan isi Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) bab V tentang cuti karyawan. 

yang terdiri dari pasal 24 tentang cuti tahunan, 

Secara khusus pemenuhan hak karyawan adalah 

bagi karyawan teladan yaitu dengan 

diberikannya reward seperti yang telah diatur 

dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan 

Umum Damri Nomor : 

SK.543/KP.004/DAMRI-2015 tentang 
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Pemilihan Karyawan Teladan Tahun 2015 di 

Lingkungan Perum Damri.  

d. Kesempatan yang diberikan Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya dalam proses 

rekrutmen dan karir karyawan. Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya memberikan 

kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen 

dan karir karyawan. Walaupun dalam proses 

rekrutmen ditentukan oleh Perum Damri Pusat 

tetapi dalam pelaksanaannya Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya membuka informasi 

rekrutmen secara transparan melalui media 

radio Suara Surabaya dan media massa. 

Sementara untuk karir karyawan, perusahaan 

memberikan promosi, kenaikan pangkat dengan 

syarat mendapat penilaian baik di dalam 

penilaian kerja karyawan yang tercantum pada 

Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : 

753/KP.405/DAMRI-2013 Tentang Penilaian 

Kinerja Karyawan Direksi Perusahaan Umum 

Damri.  

Kesimpulan dan Saran  

 Berdasarkan penyajian, analisis, dan 

intepretasi maka dapat diambil kesimpulan yang 

dapat menjawab rumusan masalah mengenai 

bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) pada Perum Damri 

Kantor Cabang Surabaya, sebagai berikut : 

a. Pada derajat kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan tentang penerapan GCG, 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya dapat 

dikatakan telah patuh dengan menerapkan GCG 

melalui penerapan prinsip transparansi; 

akuntabilitas; responsibilitas; independensi; dan 

kesetaraan dan kewajaran. Kepatuhan dilakukan 

berdasarkan dasar hukum kewajiban penerapan 

GCG di BUMN pada Keputusan Menteri 

BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang 

Penerapan Praktek Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang kemudian diperbarui menjadi 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-

09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.  

b. Secara prosedural, kewajiban penerapan GCG 

telah dipenuhi oleh Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya, tetapi dalam penerapannya 

tidak diikuti dengan pemahaman dari setiap 

karyawan tentang makna penerapan GCG. 

Pengetahuan tentang GCG belum secara merata 

diketahui oleh karyawan. Sehingga GCG hanya 

dapat dipahami oleh pimpinan (General 

Manager, Manager, dan Asisten Manager).  

c. Penerapan GCG pada Perum Damri Kantor 

Cabang Surabaya sejauh ini dikatakan belum 

optimal. Hal tersebut diketahui dari kriteria 

yang terdapat di dalam prinsip GCG. Dari 

kelima prinsip GCG yang diterapkan oleh 

Perum Damri Kantor Cabang Surabaya, masih 

terdapat 2 prinsip yang belum optimal dan 

masih terdapat beberapa kriteria yang belum 

sesuai pedoman pelaksanaan yaitu prinsip 

transparansi dan prinsip kesetaraan dan 

kewajaran, sementara 3 prinsip lain cukup 

optimal dan sesuai dengan pedoman pokok 

pelaksanaan GCG yaitu prinsip akuntabilitas, 

responsibilitas, dan independensi. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan kesimpulan diatas, maka saran yang 

bisa diberikan peneliti, yaitu : 

1. Pada prinsip transparansi lebih mengoptimalkan 

akses informasi melalui penyediaan website 

khusus Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

yang memberikan informasi mengenai 

perusahaan, sehingga masyarakat khususnya 

bagi pengguna layanan tidak kesulitan untuk 

mengakses informasi mengenai perusahaan. 

2. Pada prinsip transparansi khususnya pada 

kriteria kelengkapan informasi yang 

diungkapkan Perum Damri Kantor Cabang 

Surabaya harus dapat lebih transparan dalam 

memberikan informasi-informasi terkait kinerja 

perusahaan, sehingga masyarakat akan dapat 

menilai dan berkontribusi bagi kemajuan 

perusahaan. 

3. Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran 

khususnya pada kriteria kesempatan yang 

diberikan masyarakat dalam penyampaian 

keluhan Perum Damri Kantor Cabang Surabaya 

perlu mendata seberapa banyak keluhan yang 

masuk dan seberapa besar tindak lanjut dari 

keluhan tersebut sehingga perbaikan dapat terus 

dilakukan agar GCG juga semakin berjalan 

dengan optimal. 
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